NOMOR : 36 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI DEMAK,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barangfasa
secara elektronik (E-Procurement) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak, perlu membentuk Layanan Pengadaan
Secara Eleklmnlh;

 b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nemor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diamanatkan bahwa
Felaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk
sebagian/seluruh  paket-paket pekeraan  dimulai Tahun
Anggaran 2012;

€. bahwa baerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elekironik
Kabupaten Demak;

Mengingat 1. Undang-Undang Momor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Tangah;

2. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1989  tentang
Penyelenggaraan MNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 38513




Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Mamar 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4266},

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan. dan Tanggungjawab Keuangan Megara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4400);

. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momaor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia
Nemor 4437) sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Parubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004
lentang Pemerintahan Daserah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Mu.mm 559 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4844

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tantang Informasi dan

Transaks: Elektronik (Lembaran Megara Repubiik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Nomor 4843); '

. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Ft_ap-ul::lik Indonesia Nomer 4389);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 54 Tahun 2010

tantang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. =

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPAT!I TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN
PENGADAAM SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN DEMAK

BAB |
KETENTUAM umum@_




Pasai 1

Dalam peratﬁmn'ﬂupatl ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

{1

{2)

Daerah adatah Kabupaten Demak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkal Daerah sebagar unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. ' '
Bupati adalah Bupati Demak,

Layvanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LFSE adalah
Layanan Pengadaan Sacara Elektronik Kabupaten Demak.

Kepala LPSE adalah Kepala Layanan Pengadaan Secara Elekironik Kabupaten
Demak.

Pengadaan barangfjasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pangadaan adalah
kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayal dengan APBMN/APBD, balk yang
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyadia barang/fasa.

E-Frocurement adalah proses pengadaan barangfasa pamerintah yang dilakukan
secara elektronik yeng berbasis web.'intl?met dengan memanfaatkan fasilites
teknologl komunlkasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum yang
diselenggerakan o¢leh Layanan Pengadaan Secara Elektronlk melalul
www. pse.demakkab.go.id.

‘BAB I
PEMBENTUKAN

Pazal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE), '

Bagan Sutunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lémpimn yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  «f

(1)

BAB NI
KEDUDUKAN

) Fasal 3
LPSE merupakan organisasi non stroktural yang mempunyai tugas dan fungsi

- malayani proses pengadaan secara elaktronik di lingkungan Pemerintah Daarahﬁ'




(2} LPSE dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya

(1)

()

berkadudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati,

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

LPSE sabagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas mengelola sistem
&-Frocurement di lingkungan Famarintah Daaran.

Untuk menyslenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSE
mempunyai fungsi

a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement di

ingkungan Pemerintah Daarah;

. pelaksanaan pelatihan/ireining kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan

Penyedia Barang/Jasa untuk menguasal sistem e-Procuramant;

pelaksanaan pelayanan kepada Panilia/Pejabat Pengadaan/ULP dan
Penvedia Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah;

. sebagai media penvedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayan

Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyadia Barang/Jasa yang berkaitan
dengan sistem e-Frocurement,

. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses

pengadaan yang telah diiakuﬁan oleh Pengguna untuk kepeniingan proses
audit.

pelaksanaan ketatausahaan LPSE;

. pelakzanaan avaluasi dan palaporan palaksanaan tugas,

- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olen Bupati sesuai'dengan lugas

dan lungsinya.

BAB V
TIM PENGELOLA LPSE

Fazal §

(1) Dalam rangka menjalankan lugas pokok dan fungs: LPSE dibentuk Tim Peangelola

LPSE!




(2} Tim Pengelola LFSE sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) werdiri dari :
a. Pengarah;
b. Kaepala LPSE;
c. Sekretariat,
d. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
e. Bidang Registrasi dan Verikasi
f. Bidang Layanan Pengguna. dan
g. Bidang Pelatihan dan Sasialisasi.

(3) Tim Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB VI
URAIAN TUGAS
Bagian Pertamd

Pengarah

Pasal &
FPengarah mampunyai tugas :

a. membina dan mengarahkan pragram kerja;
b, memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;

¢ memantay dan mengevaluasi kegiatan.

Bagian Kedua
Kapala LPSE

Pasal T
Kepala LPSE mampunyal tugas

a. memimpin operasional harian LPSE;
b. memberikan arahan teknis lerhadap pelaksanaan kegiatan LPSE,

c. menyusun laporan kegiatan LFSE.

Bagian Kotiga L =1

Eakrhtalriat‘i""




{1}

(2)

(3)

{1

Pazal B

Spkretarial adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala LPSE serfa dipimpin oleh saorang Sekrataris.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan
pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya o
lingkungan LPSE.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretanat
menyelenggarakan fungs! .

a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi  umum  untuk rmendukung
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;

e. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga
terkait; _
d. pelaksanaan tuges-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesugi dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Keampat
Blidang - Bidang
Fasal 3
Bidang adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan
bartanggung jawab kepada Kepala LPSE dan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang.

(2} Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dan ;

a. Bidang Administrasi Sistem Informasi,
b. Bidang Registrasi dan Verifikasi,
¢. Bidang Layanan Pengguna;

d. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi,

(3} Kepala Bidang Administras: Sistem Informasi, mempunyal lugas .

a. manyiapkan (set up) perangkat teknis sistemn informasi {hardwara);
b. memelihara server LPSE dan perangkat lainnya.

c. menangani parmasalahan teknis sislem informasi yangteria:li; i

L



S

4. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-

kendala teknis yang terjadi di LPSE;

melaksanakan inatruksl teknis darl LPSE Pusat.

{4} Kepala Bidang Registrasi dan Verifikasi, mampunyai tugas .

b.

rmanangani pendaftaran Pengguna LFSE!

melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sabagal persyaratan
pendaftaran Pengguna LPSE;

menyetujul dan menolak permohonan pendaftaran  Pengguna LPSE
berdazarkan hasil verifikasi;

mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE;

maetakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentang persetujuan dan
penclakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi,

menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan
dokumen yang dipersyaratkan. '

(%) Bidang Layanan Pengguna, mempunyai lugas

b.
C.

d.

memberikan layanan konsultasi manganal proses pengadaan Secara elaktranik
baik malalul intarmet. telepon maupun hadir langsung di LPSE,

membantu proses pandaharan Pengguna LPSE
manjawab pertanyaan temang fasilitas dan filur aplikasi LPSE;

menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.

(8} Bidang Pelatihan dan Sosiaksasi, mempunyai tugas -

{1

a.
b.

c.

menyiapkan bahan-bahan pelatihan /sosialisasi;
memberikan palatihan bagi Pengguna LPSE;
melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan/sosialisasi,

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

Kepala LPSE, Sekretaris, dan Kepala Bidang dalam melaksanaken tugasnya
wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
secara vertikal maupun horizontal dalam fingkungan masing-masing maupun
antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah



{2

Kepala LPSE wajib mengawasi bawahannya dan bila tenadi pen-_.lim?ang.an agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai  dengan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku,

()

(4)

{5}

(&)

i)

(€)

(9)

(10}

(1)

Kepala LPSE dalam lingkungan kempenen bertanggung jawab memimpin dan
mengkeordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-
patunjuk bi:gi pelaksanaan tugas bawahan. ' '

Sefiap Kepala Bidang 'l'l.'Eljll'.'l mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bartanggung jawab kepada atasan dan menyampalkan laporan berkala tepa-t
pada wakiunya.,

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bidang dari bawahan, wajib diclah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lsbih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan,

Dalam menyampaikan laporan masing-masing bidang kepada atasan tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional
mempunyal hubungan kerja.

Dalam melaksanakan fugasnya Kepala LPSE dibantu oleh Kepala Bidang di
cawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-
masing wajia mengadakan rapat berkala.

Semua unsur di lingkungan LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat.

Sefiap pimpinan bertangguny jawab memimpin dan  mengkeordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan sera petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan,

Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bantanggung jawab
pada atasan sera menyampaikan laporan secara berkala lepat pada wakiunya.

Dalam melaksanakan tugas, seliap pimpinan wajb malakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap bawahannya,

BAR ¥ili
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai leknis
pelaksanaannya digtur labik lanjul oleh Kepsdla LFEﬁ_ e



Pasal 12
Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Damak
pada tanggal 2F Hovimper SO

BUPATI DEMAK
' TID
TAFTA ZANI

.Diundangkan di Demalk

pada tanggal 28 Nopember 2011

BEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
TID
POERWONC SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 201 1 NOMOR 36
Salinan Sesual Dengan Aslinya

Mengatahui
K= ian Hulkum

Windu Sunerdi, Sk, Mh
Mip. 19591111 198607 1 001
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 3¢ THUH 304
TANGGAL 28 Tivemier 201

"

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN DEMAK

PEMGARAH
KEPALA
: SEKRETARIAT
e
BIDANG ADMINISTRAS! BIDANG REGISTRAS! BIDANG LAYANAN BIDANG PELATIHAN DAM
SISTEM INFORMASI DN VERIFIKASI PEMGGUMA, SOSIALIZAS
BUPATI DEMAK
. ]
TA ZANI
bt No| Jabatan | Parat |
1 | Sekda 3 |
2 | Asisten | { ﬁ
| 3 ! Kabag Hukum | ¥ __gf{ll
4 | Kabag Pemb. 1






